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GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PEI.AKSANAAN PERATURAN

DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NCMOR 7 THLHUN 2*17 TENTANG

PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN

ANGGOTA DEWAN PER\TTAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI

Menimbang : a.

SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa berdasarkan Peraturan Guberrrur Sumatera Utara

Ncmor 86 Tahun 2017 sebagaimaaa diubah deagan Feraturan

Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2018 telah

ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi

Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2OL7 tentang Pelaksanaan

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Perneriksaan Tim Badan

Pemeriksa Keuairgan Republik Itrrdonesia Tahun 2Ol7 tentang

pembayaran gaji dan tunjangan DPRD tidak sesuai dengan

ketentuan, sehinggga Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Indonesia merekomendasikan untuk merevisi Perahrran

Gubernur sebagaimana dimaksud dalgrq humf a;

bahwa berdasarkan Surat Ketua SPRF Provinsi Sumatera

Utara Nomor 264L1l8/Sekr tanggat 18 Oktober 2A18 perihal

Perubahan atas Peraturan Gubernur Surnatera Utara Nomor

86 Tatrun 2AL7, Peraturan Gubernur sehagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu diubah;

b.
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d.
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalasr hr*ruf a, huruf b, da* huruf' c, perlar menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas

Feraturar: G*:bernur Su*:atera {jta"re N*rx:cr S* ?a!:**r 2*I"?
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah provinsi

sumatera utara H*r"ra*r ? Tahun 2*17 te*.r**g p*laksacraa-il

Hak Keualgan dan Adnninistratif pimpinan dan Anggota

Ilewan Perwakilar: H*leyat *aerah Fr*v!*si sa.ze*e,tera utara;
undang-undang Nornor 24 Tahun lgs6 tentang pernbentukan

*aerah *tcn*rn trropinsi Atjeh dan Perutrahen perafcrren

Pernhentukan Prcpinsi Sumatera Utara {Lemharan Negara

Rcpublik Ind.trclesia Tahu* 1S56 flrl*xrecr &q, ?ar$foafo*s]

Lembaran Negara Republik Indcnesia Nomor 11OS);

unda-ng-uncang N'om*r 23 Tahun 2*14 t**.tarrg Ferneriretahan

Daerah {Lernbaran Negara Republik Indonesia Ta}run zol4
Neisnor 244, ?armhahasi LefiEba:'as] frFcgara kepuhlik Ixrd*rtesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa ka1i,
tsrakh"ir dengan Unda:eg-Undang Nofiaos" S Tat:.u.n 2OLS

tentang Perukrahan Kedua Atas Undaag-Undang Nomor 23

Tahun 2#34 t*ntang Feeaerirstnfuai? tr)aerafu {Iernfo*x'at: f{egara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor SB, Tambahan

Lembare-cx ltegara Rcpublik Indrnesia l€oc$or ES??);

Peraturasr Pernerintah Nomor 18 Tahun }aLT tentarlg Hak
Keuar:.gan dan Admir*s{ratif Fimpic}es}. dftst &ngg**ta Bewan

Perwakilan Rakyat Daera-h {Lernbaran Negara Republik

Indoneeia Tahr"rn 2*17 irlom*r 1&s, ?arirfoahac! tr..entbaran,

Negara Republik Indonesia Ncmor 6057);

Peraturan Menteri **}aglr s*geri R*publik xmd*rl*sia N*m*r ?
Tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana Kerja
Femerintah Daeratrr, sebagainta&a yeng t*tra-tr diub*h dengan
Peraturan Menteri Dala.m Negeri Ncrn*r 11 Tahun 2OAZ

tenta,ng Fe*-rbahasa -&tas Feratura:: &rEereteri *a3*,:m Isegeri

Republik Indonesia Nornor 7 Tahun 2ooc tentang sta:rdarisasi

$ararta d.ax Frasaraftff. Kerja tremerintah saer*h;

hllengingat .l" r-

f.t
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Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2A76 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 20 16

Nomor 6, Tambahan [.embaran Daerah Provinsi Sumatera

Utara Nomor 32);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun ZALZ tentang Pelaksanaan

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota

Dewan Persrakilan Ralcyat Provinsi Sumatera Utara firmbaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol7 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor

36);

Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun ZO17 tentang Fetunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara

Nomor 7 Tahun ZOLT tentang Pelaksanaar Hak Keuangan dan

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Ra-Iryat Daerah Frovinsi Sumatera Utara (Berita Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol7 Nomor 86, Tambahan

Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1) sebagaimafi.a

diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2018

tentang Peruhahan atas Pera&ran Gubernur Sumatera Utara
Nomor 86 Tahun ZALT tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun

2OLT tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan FerwalciLan Rakyat Daerah

Provinsi Sumatera Utara {Berita Daerah Frovinsi Sumatera

Utara Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PSRATURAI$ GUEEftruffR Ttrhl-T&I\rS FERLfB,&H"&fs I{E*UA ATAS

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 86

TAH{J}{ 2* 17 TEN?A}fG PETIJF{TUK FEL,qKSEH&,&r{ FEHATUREN

DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2AL7

T'EHTANG Ftri,eKSAF{rqieN HAK KEUANGAI{ DAN

ADMINISTR{TIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN

FERWAKiLAffi RAKYA? DAERAH FFE*W$SI ${JE{"&?EF{A UTAKA.

5.
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Pasal I

Ketentuan Pasal L5 ayat (3) dalam Peraturan Gubernur Nomor

86 Tahun 2a77 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi sumatera utara Nomor 7 Tahun 2oLT tentang
Pelaksanaan Hak Keuangim dan Administratif pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah Provinsi sumatera
Utara (Berita Daerah Provinsi Sr:matera Utara Tahun ZOLT

Nomor 86, Tambahan Berita Daerah Provinsi sumatera utara
Nomor 1) sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan

Gubernur Sumatera Utara Nomor 86 Tahun Zlfi tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi sumatera
utara Nomor 7 Tahun 2a17 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi sumatera utara (Berita Daerah provinsi

Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 21, diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Dalam hal Pernerintah Daerah belum dapat menyediakan

rurnah rl"egara dam perle*gkaparmy*" bagi Pirnpiaaa dan
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara maka kepada

trirz:pirmn dan Anggcta nPFen Provinsi Srrrr:s.tera Utara
diberikan tunjangan perumahan setiap bulan.

Bes*s"ac? tr;njemga* pen.ir::*-br*:: yel.rg diherikaca kepa*a
Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara
t:erdasa-rka:r asas kepatr.rtan, kewaja_ran, rasi*naiitas,
standar harga seternpat yang berlaku, dan standar luas
banguna* dam iaha* g'rxual: negarfi."

Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota

DPR* Frovinsi Surnatera {Jtsra ada-leh sebagai herikut :

a. Wakil Ketua sehesar Rp. 55.10O.OOO,- (lima puluh lima
juta *er*tus rihu rupiah); dal:

b. Aaggota sebesa:' Rp. 47.050.000,- (ernpat puluh tduh
jtrta enam putruh ribu r*piah).

i1)

{2}

{3}
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(41 Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota

DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) sudah termasuk pajak.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,

pengundangan Peraturan Guberrn"rr ini dengan

dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

pada tanggal

memerintahkan

penernpatannya

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 16 November 2O18

GUBERNUR SUMATERA UTARA

rtd

EDY R,{HMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 23 November 2O18

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R. SABRINA

BERITA DABRAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2018 NCMOR 52

Asiinya
w,

Pernbina U Muda {Ivlc)
NIP.1959*227 1980s3 1 004

Slllinai:


